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TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

a. bahwa dengap semakin pesstnya pertambahan penduduk
dan perubahan pela konsumsi masyarakat menimivulkan
bertambahrrya vokime, jenis. dan karakteristik sampah

semakin - beragam, schingga perlz dilakudean
pengelolaanoya secara komprehenstf dan terpadu  dan
huli ke hilir agar memberikan manfas secora ekonami,
schat bapi masyaraka, dan aman bagi linglkngan, =erta

b babwa dalam penpdolaan sampah diperiuksn kepasnan
mikursn,  kejelasan  angnmgiawab dan  kewenangan
Pemerintah Daeral, =erta poran Serta mssyaraka dan
durms 1saha schingga pengelolean sampah dapat
dilajmanakan secara efektif, disiendan berkelanjutan;

¢, babwm berdasarkan ketentuan Pasal 9 ool b Undeng-
Undapng Nomor 18 Tahun 2008 tertang Pengelolaan
Sampah, Pemenntah Kabupaten /Kota memumimyai
wrwenang menyckenggarakan pengelolaan sampah skala
kabupatenfkota sesuai depgan norma, standar, prosedur,
dan krieria yang dietapksn oldr Pemenintab;

d batwm berdasarkan pertmbangan sebagaimansa
dimakzud dalam buraf a, bl b dan baraf © perla
membenrik  Persaran Damah  emang Pengelolaan

Sampakh;

1. Pasal 18 aya [6) Undang-Undang Dasar MNegara Repubbk

donesia Taiun 1945

2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Talun 1953
ientang Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimaotan
fLembaran MNegara Republik ndonesia Tahun 1933 Nomor
% Tambohan Lembaran Negara Repubiik hdonesia Nomor

353 Schagai Undang-Undang [Lembaren Negara Repubiik
ndonesia Tahin 1559 Nomor 7 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
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3.

Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1981 temang Hulkamn
Acara Pidana [Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
1921 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
hdonesia Nomor 3209}
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 rentang
Penyelenggaraan Nepara Yang Bersh dan Bebas  dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ([Lembaran  Negara
Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambehan
Lembaran Negara Republik Nomor 3851}
Undang-Undang Nemor 33 Tahnn 32004 tentang
i Keuangan antara Pemernintah Pusat dan
Pemerintaban Dacrab  [Lembaran Negama Republik
ndonesia Talun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesin Nomor 4428)
Undang-Undang Nomor 26 Talun 2007 tentang Penataar
Ruang {Lembaran Negara Republik [ndenesia Tahun 2007
Namor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik
ndonesia Nomyor 4725k
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persercan
Terbatas [Lembaran Negmara Repubilik hdonesia Tahun
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran MNegara Republik
ndonesia lomor 4756);
Undang-Undang WNomor 18 Tabun 2008 Tentang
Pengdolaan  Sampah (Lembaran Negara  Republk
ndonesia Tahm 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran
Negara Republik Irdonesin Momor 4851);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 lentang Usaha
Mikro, Keei dan Menengah {Lembaman MNegora Republik
Eidonesia Tamm 2008 Nomor 91, Tambahan Lemmbaran
Negara Republik IndonesiaNomor 3718);
Undang-Undang MNomor (G Tabun 2009 temang
Keparwisataan (Lembaran Megara Tahun 2009 Nomor [l
Tambhahan Lembaran MNegarm Republik [ndonesia Nomor
40646,
Um:la]ng-Undang Nomor 2 Tahon 2009  tentang
Perlindungan dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup
[Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambshan Lembaran Negara RepubBk Indonesia
Namar 59);

. Undang-Undang Nomor 36  Tabun 2000 temang

Kesehatan [Lembaran Negara Republik lhdonesia Tabun
2009 Nomor i4d, Tambahan Lembaran Negara Repuhfik
Nomor H>DE3);

Undang-Undang Nomar 12 Tabun 2011 wentang
Pembenitukan Peranoan Pernundanpg-undangan (Lembaran
Megara Repubiik ndoncsia Tabun 2013 Nema 82,
Tambahan Lembaran Megarz Republik [ndonesia Nomor
5234

. Undang-Undang BNomor 23 Tabun 2014  (entang

Pemenmotahan Daerah  (Lembaran BNegars  Republik
Indonesia Tamm 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoocsia MNomor 5587) sebagaimana
tdah dua kall divbah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tepwang Pervbaban Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tabun 3014 fentang
Pemerintahan Dasah {Lembaran Nepara  Republk
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ndonesia Tabun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5679

 Peramiran Pemerntah Nemor 27 Tabur 1983 tenteng

Peiaksanaan Kitab Undang-Undang Huokum Acara Pidana
(Lembaran Megara Republik ndonesia Talzm 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran HNegara Republik  Indonesia
Momor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraniran
Pemerintah  Nomor 58 Tahm 2010 temang Perubshan
Atas Peranpab  Pemerintah Nomex 27 Tahuo 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hulum Acara
Pidanta [Lembaran Megara Republk Indonesia Tahun 2010
Momor 9 Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Idonesia Nomor 5145);

 Pergturan Pemerintgh Nomor 18 Tabun M99 teolang

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dao Beraon
f.embaran Negara Republik ldonesia Tahur 1999 Nomor
A1, Tamhahan Llembaren Megara Republik Indonesia
Nomor 3815} sebagaimana tedah diubsh dengan Peraturarn
Prerintah Nomor 85 Talum 1999 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemermxah Nomor 18 Tabun 999 tentang
Pengeloiaan Liombah Bahan Berbshaya dan Beracun
(Lembaron Megara Republik Indenesia Tahun 992 Nomor
190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3310y,

Pernturan Pernenr tah Nomor 27 Talun 1999 teriang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran
Megara Republik  indonesia  Talun 1999 Nemer 5%
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomar
3838}

. Peraturan Pemenntah Nomer 52 Tabun 20{q  tootang

Pengeolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran
Air {Lembaran Negara Republik Indenesia Tabun 2001
Momor 153, Tambahan Lembaran Nepara Republk
hdonesia Nomor 4161}

Peranman Pemerintah Nomor 16 Toabur 2005 wentang
Pengembangan Sstem Peoyedisan Air Minum (Leémbaran
Negara RepubBk Indonesia Tahun 2005 Nomer 33,
Tambahan Lembaran Megara Republik Nomor 4490},

%) Peraturent Pemerimiah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

21.

Pengeiotzan Kenangan Badan Lavanan Umum (Lembaran
Megara Republk Indonesiz Tahun 2005 Nomer 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesin No 4302}
sehagaimana telab diubab dengan Peraturan Pemenntab
Nomor 7 Talhum 2012 tetang Perubshan Atas Peraniran
Pemerintah Nomor 23 Tatam 2005 temang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Repiblik Indonesta Tatwm 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340%
Peraturan Pemenotah MNomor 38 Tahm 2007 rtentang
Pembagian Urusan Pemerintaban, Amtera Pemenntah,
Pemenntaban Daerah Provinsi dan Pemenntahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Talhun 2007 Momor 82 Tambahan Lembaran Negara
Eepuhlik Ihdonesia Nomor 4737



79 Peraturan Pemerintak Momor 50 Talun 2007 tentang Tata
Cara Pdaksanann Kepasama Darmah {Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tabun 2007 Nomor 12 Tarmbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Noma 4761),

99 Peraturan Pemeriiah Momor 38 Talun 2011 tentang
Sungai (Lembaran Negara Hepublik Indenesma Tabun 2011
Nomor 74, ‘Tambahan Lembaran Negara Republik
hdonesia Nomor 5230

14 Perapwan Pemerintah Momar 27 Tahun 2012 tentang Izn
Linghoungan {Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun
7012 Neomor 48, Tambghan Lembaran Negara Republik
hdonesia MNomor 5285)

95, Pergturan Peperintah Nomer 81 Tabun 2012 Tentang
Pengelolaan Sanpah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Rumah Tangea (Lembaran MNegara Republik
hdonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Megara Republik Momor 5347

26, Perauran Mentenn Dalam Negermi Nomor 61 Tabun 2007
Tentary Pedoman Teknis Pengdolaan Keuangary

27 Peraturan Menteri Datam Negeri Nomer 33 Tamm 2010
tentang Pedomsn Pengdolaan Sampah {Berita  Negara
Fepublik Indonesia Tabun 2010 Nemar 274,

o5 Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 1 Tabun 2014
tertang Pembentukan Produk Hukum Darrah (Beria
Megara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 32)

%G Prraturan Menteri Pecerjaan Unom Normor
21/PRT {M 2006 teotang Kebjakan dan Strategi Nasional
Pengembangan Sistem Pengdolaan Persampahan,

20 Peraturan Menteri Lingkmpan Hidup Momor 16 Tahun
(311 tentang Pedoman Maleri Muatan Rancangan
Peraturan Daprzch tentang Pengefolaan Sampah Rumah
Tangga Dan Sampah Sejepis Sampah Ramah Tangga,

3l. Peraturan Menteri Pekerj2an Umum Nemer 03 /PRT/2013
tereang = Penydenggarsan  Prasgrana  dan  Sarana
Persampaban dalan Penanganan Sarmpah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tanges

32 Peraturan Mertenn  Pekerjaan Umum MNomor O1/PRT
/M{2014 tentang Swmandar Pdayvanan Minimal Bidang
Pekajasn Umum dan Pensaan Ruang,

Dengan Persctujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH XKABUFATEN SAMBAS

Menetapkan

dan
BUFAT1 SAMBAS
MEMUTLSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SAaMPAH.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasml 1

Dolam Prraturan Dacrah ini yang dimaks ud dengan :
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Draerah adalah Kabupaten Sambas. _
Pemerintahan Daerah adalabh penyelenggaraan unean pemeérintahan oleh
pemerintah dserah dan Dewan Perwaklan Rakya Daerah menurut =sas
ctonom: den Rigas pembentusn dengen prinsip otorom sejuas-luasnye
dalamn  sistem dan  prindip npegara Xesguan Republik  [ndonesia
sebagaimana dimaksud dajlam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,
Perperimtah  Daerash adalah Kepala Dacrah sebagei unsur petiyelenggara
pemeriizhan daerah vang memimpin peisksanaan urusan pemenintahan
vang menacdh kewenangan daerah otonom
Kepada Daerab yang selanjrmya discbul Bupats adalah Bupati Sambas.
Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang selanjutnya disingkat S3KPD adalah
Satuan Kerja Prrangka Paeah  dilingkangan Pemerintah  Kabupaten
Satnbas.
Sampah adalah sisa kegistan seharifan manusiz dan/atan proses abm
yang beibentuk padat yarg terdini &as sampah rumsh tangga maupun
sampah S€ienis sampah rumah tangga. _
Sampah rumah tangea addab sampah yang beraszal dari kegistan seharr
hari dalam momah tanpga yang Sebagian besar terdin dar sampah
organik, tidak termasuk brya dan sampab smpesifik
Sampah sejents sampah rumah tngga adalah sampah yang tidak berassal
dari rumah anpgga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan
womersial, kawasan industn, kawasan khusus, {asilitaz umum, fasilitas
sasial, danjatau fasilitas lawnnya
Sarpah spesific adalah sampah yang karena sifal, konsentrasi dan/ atau
volumenyes memeritkan pengelolaan khusus.
Tempal =ampah tumah tangga adalsh wadah penampungan sampah ¥ang
berupa bak fbinftong/kantong/keran jang sampah.
Kawasant permukiman adalah kswasan buman dslam bentuk klasier,
aparternen, kendominium, asrama, dan sejemsnya.
Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiman usaha
padagangan danfatau jasa yarg dilengkapi dengan sarana  dan
presarang periiijang. .
Kawgsan industi adaiah kawasan tempat pemusatan kegiaten industm
vang dilengkapi dergan sarana dan prasasana penanjang.
Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifa khusus yang digunakan
unuk kepentingan nasional/berskala neswenal
Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang danfatau badan
hulkum,
Perghaxil sanpeh adalsh sedap oranpdan/ atga akibat proses alam yang
mmghasilkan tmbulan sampsh.
Pengelclaan sampah adalah kegistan yang sistematis, menyeluruh dan
berkesinambungan yanp meliputi pengurangan dan pmanganan sampah
Tempat penampungan sementara yang selanumya disingkat TPS adalah
achelum  sampah  diangine ke wmpat  pendauran ulang
pengotahan danfatau tempat pmpolahan sampah terpad.
Tempat Pengoishan Sampah dengan Prinsip 2R (reduce, reuse, dan
recycled yamg selanpumya  disingkat TPS 3R, adalahr  tempat
dilaksanzkannya kegiaan pengumpulan, pemilahan, pengeunazn vlang,
dan pendavran ulang skata kawasan
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Ternpat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjuinya disingkst TPST
adalsi empat  dilaksenakancya  kegisan  pengurmpulan, ptmllaharr],
penggunaan ulang, perslauran ulang, pengolahan dan peIrosesan adchor
Tempat Pemrosesan AKhir yang sclanjumya dsmmgkat T adaiah tempat
uniik mempEoses dan mengembelikan sampah ke meda iingkungan
Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang (erkena
dampak negif varg ditmbulkan oleéh kegisan penanganan sampah o
Tetnpat Pemrosesan Akhir sampab ‘

Sistem tanpgap darural adalah serangkaian kegistan yang dilakukan
dolam  rangks pengendalian  yang melipug  pencegahan  dan
penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah Yang  tidak
brniar.

Badan Layanan Umum Dagah Persampahan, yang selanjutnya disingkat
BLUD Persampahan, adalsh Unit Keja pada SEPD d lingkungan
pemerintah daerah yang dbentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa peDyediaan barang danfaiau jesa vang dijual tanpa
mengutamakan mencarnt kcurtungan dan dalam mefalukan kegiatannya
didasarksn pada prinsp clsiensi dan produltivitas.

. Upaya pengelolzan fingkungan hidup dan upayapemantausn lingkingen

hidup., yang sclanjunya disebul UKL-UPL, adalah: pengelolaan dan
pemantauan terhadap usaha danjfatau kepistan yang Hdak berdampak
penting terhadap lingkungan hidup yang diperhukan bagli proses
pengambilan kepuusan lentang penyelenipgarsan 1Eaha  dan/atau
kegiatan .

Analisis Mengenai Dampak Linglungan Hidup, yang sclanjumya discbur
Amdal, adalah kajian mengend dampsk poimg suau u=aha dam"atau_
kegiatan yeng direncanakan pada lingkungan hidup yang diperiukan bag
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan wsaha dan/atau
kegiotan,

Emgé?un Perzlihan Antara yang sdanjutnya disingkat SPA adalah sarana
panindahan dari ala angkie kecil ke alat angioa lebih besar yang
diperlukan deh kecamatan yang mempunyal jerak ke lokasi TPS lebih
dari 25 km yang dapat didengkam dengan fasilitas pengelola sampeh

BAB I
ASAS DAN TL LIUAN

Pasal 2

Penpticlaan sampab diselengparakan berdasarian asas tanggungjawab, asas
berkelaniutan, asas manfasl, asss  keadilan, asas kesadaran, asss
kebersamann, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomn,

Pasal 3

Fengdolaagn Sampah bertujlan

mepgurang kuantitas dan dampak yang ditimbulkan olel sampah;
meningkatkan kualkas keseliatan masyarakat;

menngkatkan kualitas linpkungan hidup;

menjadikan sampah sebhagas sumber dayal dan

merubah perilaku masyarakst dalam pengelolaan sampah,



BABI
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruarg lingkup pengelolaan sampah, terdri atas:

a pengdolaan sampah rumah tanges;

b, penpgeloiaan sampzh sejenis sampah rumah tangga; dan
c. pengclolaan sampah spesfik. g

TUGAS DAN WEWENANG

Pasals
Pemerintah dagrah bertugas menjamin tersclenggaranya pengelolaan sampah
varp baik dan bersawasan Jlipghungan sofuai dengan asas dan Miuan
sthagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerak ma.

Pasal
Tugas Pemerintab Daerah dalam meniamin lersdenggaranya petig€lolaan
sampah, terdini #4858
a. meoumbuhkembangkan dan meningkstkan kesadaran masyarskat dalam
pengelolaan sampaky;
b, meakukan pendiban urkuk pengembangan teknologh pengurangan den
penanganan E-'ﬂmpﬂ.h,
¢ memiasilitasi mengembanpkan dan melaksanakan upaya pengurangan,

d.mdaksanakanpmgelﬂlaanﬂﬂipat:ﬂanmemfaﬂﬁtasipmyﬁdiaan

prasarans .

e. mendorong dan memfasilitas) pengembangan manfas hesil pengolahan
sampab;

f memfasilitasi pencrapan tcknologi spesifik lokal yang berkcmbang
pala masyarakar setempar wntuk mengelola sampah: dan

g melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan
dunia usaha agar terdapal keterpaduan dalam pengelolazn sampah.

h mengawasi dan mengendaikan tmbulan sera peedaran sampah dajam
Upaya pengurangan dan penanganan sampah .

Pa=al 7
{11Dalamn  penyelenggaraan pengelolaan  sampah, Pemerintah Daerah

MEempL, Ve WesWenang:

A, m:nﬂapkan kebhh=ian dan strategi pengelelaan sampah berdasarkan
kehijaian nasional dan provinss;

b, menyelenggarakan pengciolaan sampah skala kabupaten sesuai
denga® norma, standar, presedoar dan kraena yarg ditetapkan oleh
Pemenintah;

c mdakukan kerjosama aotar deserah, keowtraan, dan jejaring kena
ddam penpelolaan samgah;

d. Menyelengparakan koordinasi pembinaan, dan pengawasan  kenera
pengelelaan persampahan yang dilaksanakan ol kelompok
masyarakat RT, BW, desa, pengelcla kawasan, dan swasta.
menetapkan kriteria Iokasi TPS danfatau TPS3E;
menetapkan okt TFS1 dan/atae THY sampai;
melakukan pemantauan dan evahusi secara beokala setiap © (Enam)
bulan sdama 20 jdua puluh) taban terhadap TPA;
menyusun dan menyelenggarakan sistern tanggap darura pengelolaan
sanpah nesum dengen kewenangannya; dan

Fom o



i Menetapkan lkebijakan perwelesaian perselisihan  antar  pengelola
RT RW, pengelola kawasan dan pihak swasta.

[2}Penetapan lokasi “TFST dan TPA sampah sebagmimana dimal:sudrpmh
ayat (1) tmrufl f merupaksn hegian darl rencana taa ruang wilsyah
kabupaten _

{3 Dalam menetapkan kebjjakan dan sustegi pengelolaan sampah, kriteria
Ickasi TPS dan TPS3RK dan menetapkan kebijpkan sebagaimana
dunaksud pada ayat (1) ol afl) huul ¢ dan (1) horof 3 ditetapkan
denpan Peraturan Bupatl.

BABV
PENYELENGCARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesata
Penpdolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tange=

Paszal 8
Pengelolaan sampgh mumah iangga den sampah sejens sampah numsh
tanpgpa terdiri ates:
a pmpgurangan sampah; dan
b. penanganan sampah.

Paragraf 1
Pengurangan Saerpah

Pazal3
(1] Pernerinteh  daerah, masyarakat, kelompok masyarakat,  tingkat
KT/RW/Dcszs, Pdaku Usaha Pengdola Kswasan wajib melakukan
kegiatan pengurangsh sampah melaln pereiapan TPE3R dan/atau TPST.
[ Pengelola kawasan wagb membangun TPS danfatau TPS3R.

Pasa 10

(l] Pengufangan sampah asebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hamaf a
meliputy kegiatarn:

a pembatasanp timbulan sampak;
h pendavan ulsng sawpah; danfatau
c. pemanfasian kembali eampeah.

[# Pemerintah Daecrah dalam melakukan kepistan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1} dengan
i menetaplkan target pengurangan sampah secara bertahsp dalam

jangka walktu terfemit;
b memfasilitasi penerapan tdkmolopgi yarng ramah lingkuangan;
¢ memfasilitasi penerapan label yang ramah lingikungan;
d memiasititasi kegiatan yang mengguna ulang dan mendaur; den
e memiasilias) pemasaran produk daer ulang,

(3 Pdaku usaha dalam melaksapnakan kegiatan pengarangan sampah
sebagaimana dimaksud pada avat (1) menggunakan bahan produksi
yang menimbulkan sampahsedikit mangkin, dapat digwna ulang, dapac
daur ulang, danfatan mudah dawa oleh proses alam.

%) Masyarakar dalam meakukan kegistan pengurangan sampahb
zsebagaimana dimaksud pada ayat {I) menggunakan bahan yang dapal
diguna ulang, didaur ulang, dan arap madah durai oleh proses alam,



(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tela cara pENEUIANEAN
sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dienar dengan Pecaluran

Bupan.

Paragraf 2
Penangenan Sampah

Pasal 1
Pemerititah Daerah dajem menangani sampah dilakukan dergan cata
a. pemilahan;
b pengumputan:
C.  pengangiutan:
4 pengolzhan: dan
e, pemrosesan akhir sampah.

Pasall2

{1) Pemilahan sampalt Sthagaimane dimaksisd pada pasal 1] huuf =
dilakukan oldh -

g sectiaporang pada sumbernya. _

h pengelole  kawasan  permikiman, kswasan  komersial, kawasan
industrikawasan khusus, fsilitas umum, fasilitas sosel, dan [Esilitas
lamnya; dan

¢ pemenntah daersh. . _

{J Pemilahan sampah Sehagaimana dinaksud pada aya 1 dilakukan mqla]::n
kegisian pengelompokan sampah menjadi pahng s:diat S lima jens

bahan berbahaya dan beracun
b sampah ysng mudeh terurai fsampah dapur, makanan|
¢ sampah vang dapat dipunakan kembal
d, sampah yarg dapat di daur ulang dan
e. sampah leinnya. .
i3 Pengelola kawasan pemuidman, kawasan komersial Kewasan industri,
kawesan khusus, fasitas uwmum, fasilitas sosial dan Ias:htas lainnya
dalarmn melakukan pemilaban sampabh  wapb  menyediakan  sarana
pemilahan sampah skala kawasan,
{4 Pernerintal daerah menyediaken sarana pemilahan sampah skala daer=h.
{5 Pemilahan sampuh seb?gaimana dimaksud pada aya ) dan ayat 4 harus
menppunakan Sarona yang memenuhi persyaratan. _
a jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan  =zampah sehagaimana
dimaksid pada ayat (2
b diberi label atau tanda; dan
¢, bahan beptuk, dan wama

Pasalld
{1} Pengumpulan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 11 humaf b
dilakukan sejak pemindzhan sampah dan tempal sampah rumah (AREEA
ke TPS/TPS & sampal ke TPA/TPST dengan tetap menjamin terpeahnys
samnah S kai dengan jenis sampah _
2 Pengumpulan sampah schagatmana dumaksud ayat (1), dilakukan oleh @
a pengelola ksWwasan pemnukiman, kawasan komersizl, kawssan industr,
kawasan khusus, fisditas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya
dary
b pemerintzh daerah.



kawa san ukiinan, kawasan komersial kawasan industr,
™ m khusus, p{;nnaﬂaa umpm, fasflitax  sosial,  dan  {asilicas
lsinnyadalam melakukan pengumpulan sampeh warh menyediakan .
g TPS
b TP& 3R; dan/atau -
¢, Alat wrvak saropaly cerfidah. .
< Ptmm'nptgﬂgﬁsr;lh menyediakan TPS danjfatau TPS 3 pada wisyah
permmukiman.
(S TPS danfatau TPS 3R scbagaimana dimaksud pads ayal i3 dan [4} harus=
memenubn persyaratan : . _ -
a tesedia saranz urtuE mengelompokkan sampah menjadi paiing sedilit
{3) jenis sampah, ,
h hias lokasi dan kapasiias sesual kebuhzhan
c lokasinyz muda diakses,
d tdak meceman lingkungar da
e. memiliki jadwal pengumpilan dan pengangkutan .

Pa=ail 4
(I}Pengangkutan sampah scbagaimana dimaksud dalam pessl 11 l'n..u'l.l.f C
dilakukan deh pemerimah dacrah, dan lembaga pengedols yanp dibentuk
oleh m=azyarakat. _
(2) Pemerintah daerah dalam medakukan pengangluan sampah sebagaimena
dimaksud pado ayat {1} wa jib: _

a menyediakar armada pengangkutan sampah dan sampah n:rpllah yang
layak, memenubi persyaratén keamanan  kesehatan linglkungan,
keryramanan dan kebersihan, dengan umlah yang cukup; dan

b, melakukan pengangkutan sampah dari TPS danfaeau TPS 3R ke TPA

{3} Lembaga pengdola sebagaimana dimaksud pada ayet (1] melakukanp
penganpkutan sampeh dan sumber ke TPS danfatau TPS 3R,

{4) Dalam penganglafan sampah, Pemerintah Daerab dapat menyediakan

i) g.z:gcmla kawasan permukiman, kawazan komersial. kawasag tdustrs,
kosvasat Khusus, [Bailtas umum, [a=ilita=z sodaldan fambitas laintys sata
sebigy orang yang mmghasilkan sampah mdebihi 2 m3 |2 mder kubik) pe
hari, wajb membuang sendini sampah ke TPST/TPA.

Pasal 15
i1} Penpolahan sampah  scbagaimana dimaksud dalam pasal 9 buruf d
meliputi kegiaran -
a Pemadatan;
b Pengomposan;
c Deur ulang maten; dan
d Daur vlanpg encryi
(44 Sampah yang tidak depat diolah melahti kegistan sebagaimana dimaksud
pada ayat ([) diimbun di TPA.
(¥ Pengolahan sampah sehagaimana dimaksud pada aya] 1} dilakukan oléh :
a Setlap crang pada sumbemya
b Penpdola Kawasan permuloman, kewasan komersisl, kewasan industr,
kawasan khusus, Esilitas wmum, [asilitas somal, dan fasilitas einnya;
dan
C Pemenotah daerah.
¥} Pengelola kawasan permukimman, kawasan komesial. kawasan 'Lndual:_ri.
kovasan khusus, fasiltas umum, faslias sosiai, dan fasilitas lainnya watib
menyediakan [asilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa
TPSR.



(% Pemenntah dasab wapgb mengediakan [fesilcas pengolahan sampal pach
wilayah permukiman benps -
a. TPS3R
b, 3PA;
c. TPA dan / atau
d. TPST .

Pazal 16
(1] Pemrosesan akhir sampah sebagamana dimaksud dalam pasal 11 buruf =
dilakukan dengan meng@unaian:
a. Metode lahan urug terkendali pontolled landfil} dan/atau
b Metode lahan wug =aniter {santary landfil
¢, Tekmologi remah ingkungan. ‘
(2} Pemrosesan akhir sampah sebagmimana dimaksud pada aya [§] dilalogkan
& TR meliputi kegiatar:
a Penimbunsn atau pemadatan;
b Penutupan fanaky
¢ Pengmiahan lindi; dan
d Penanganan pas
(% Pemrosesan akhir sampah schagaimana dimaksod pada ayal | dilakukan
oldh Pemerintsh Daerah _ . .
(4] Dalam meakulan pemrosesan akhir sampah, pemerintah daersh wiajib
menyediakan dan mengoperasikan TP\ dan/fataiz TPST
(5) Dalam pembangunan TPA dan TP3T hang memenuhi persayaralan teknis
sesual dergan perdburan pemndangundarlgﬂn yvang berlakn, _
(5 Dalam hal TPA tidak dioperasionalkan sesuai dengan persyaraan pekoie
sebapaimana dimsksud peda ayal (1}, hans diakuken penutupan
dan/amu rehabilitasi.

Paragrat 3
Pengelolaan Sampah Spesifik

Pasal 17
Pengelolaan sampah Fpesifik rendini atas:
a sampah yahg roengandung Bahoan Berbahaya dan Beracun;
b. sampah y=ng mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
¢, sampah medis;
d sampab yveng tunbul skahat bencana;
e. puing bongkaran bangunan;
{ sampah yang secara teknologi belum dapat diclah dan/ atan
g. sampah yang bmbulsecara tidak periodik.

Pa=al 18

(1} Sctiap wrang dapat mengembangkan dan menerapkan secara swadaya
tdmclopi Spesifik lokal unhik pengelolaan sampah spesifik.

(3 Pemerintah Daerab dapst memfasilitasi seGap aang yang mengembangikan
dan menerapkan wknologi spesifik lokal wmuk pengelolaan  sampeh
spesifik sehagaimana dieaksud pada ayac {1} ‘

{3} Pemerintah Doeah dapet mengembengken sccara swadaya  tamolog]
pengelolaan szrmpah spesiik yang ramah hngkungan.

{4 Pooywsunan perencanaan  pengelolaan samgat spesiik dan
penyelenggaraan penpdolaan sampah spesifk  sebagaimana chinaiesad
dadam Pasal 18 dikoordinasian oleh SKPD yang mempunyal gas dan
fungs: peogelolaan sampah.



5} Ketentuan lebih janpt mengenai pemyusunan percncaliaan pergelolaan
sampah sthapaimana donaksud pada ayat ¢ diany denpan Peraluran
Bupah.

BAE V1
LEMBAGA PENGELDLA

Pasal ¥

{]] Dalam melakukan pengumngan dan penanganan sanpah Pemerintah
Daerab dape
a Membentuk kelembagaan pengdola sampabh;

b. Bermitra dengan badsn wsaha atsu masyarakat; dan/atau
¢ Beketjasama dengan pemeriotah daerah lain

() Kemitraaan dan kerjesamsa sebagaimana dimaksud pada ayat I hund h
dan ¢ dilaksanakan sesuai defgan peraturan perundang-undangarn,

(3 Pemerintah daetah mesfasilivasi pembentukan Lembaga Prngdola Sampah
sthapaimana dimsksud ays (] di RT/RW/Desa/Hecamatan, Kawasarn
Komersial, Kawasan Industi, Fasilkas Umum. Fasilias Sos1al  Dan
Fasilitas lainnya sesual denpan kebueuhan.

(4 Pemerintah: daerah dapat mempbentuk BLUD Persampahan sehn@kat uriut

kerja pada SKPD untuk mengelola sampah.

Pa=al20
(1} Lembags Pengelola sampah sebagaimana dimakaud dalem pasal 19
syat [3) ngkat RT mempunyal bugas :

a Memfasilitasi tetsedianya tempat sampah rumeh taogga di masing-
masing rumah tenggs dan alal anglnt dari tempat sampah rumah
tangps ke TP dan

b, Menjamin terwujudaya tertie pemilahan sampah d masing-masing
rumah tangga.

(4 Lembaga Pengclola sampah schagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (3
tingkat FW mempunyat ngas :

a Mengkoordinasikan lembaga peagelolaan sampah tingkat rukun
tetangpa; dan

b, Mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara kepada
Kepala Desa

{3) Lembaga Pengelola sampah sebagammana dimaksud dalam pasal 19
ayal (3] Lingka! deza mempunyai tupas:

a. Mengkoordinasikan lembaga pengeolase sampab  tingkar rukoan
WaArga,

b. Menpawasi terselengparanya ierth pengelolaan sampab pulai dan
tingkat rukun tetangga sampar rukun warga, dan

¢. Mengusulkan kebutuhan lemMpal penampungan sementara dan
em pat petigplaban sampah terpadu kepada Cansat.

4| Lembaga pengelcla sampah sebagaimans dimaksud calam pasal 19 {3

tingkat kecamsatan mempunyai bugas .

a. Mengkoordinasikan icmbagn pengelolaan sampah tingkat desa;

h Mengawasi tersclenggaraonya terth pengelolaan sampah mulal dan
tinglkat rukun warga sampai desa dan lingkungan kawasan; dan

c. Meogusuikan kebutuhan tempat penampungan sementara dan
tempat pengolabac sampah terpadu ke SKPD stsu BLUD Yang

membidangi persampahan.



Fasal 21
Lembaga Pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat
{3 pad: kawasan komersial kawason industri, asiltas umum, fasilitas
sosal, dan fagilitas lainnya mempuenyal TUgses -
a Menyediakan tempat Sampah rumah tlangga Jdi  masing-masing
kewasany
h Mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPS 3R atau ke
TPAJTEST,; dan
¢ Menjamin terwijudnya tertih pemilahan sampah.

Pasal 22
jll BLUD Persampahan sebagailinana diraksud dalam Pasal 19 avet (4}
mempunyai aigas mmclaksanakan kebijakan, stategi, dan rencand
SKPD yang membidangi persampahan,
2t BLUD Persampahan dalam mdaksanakan tupas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas :
a Terloksananya pengelolaan sampah sceuar  dengan keisnituan
peraturan perundang-undangan;
b ‘fersedianya bararg danfatau jasa lgyanan untuk meningkaticarn
kualitas dan kuantiias pelayanan pengdolaan persampahan;
o ‘Terth administras pengelolaan peraampahan dan
pertanggungiawaban kepada SKPD yang membidang persampahan.

Pasal 23
BLUD Persampahan dapal memungut dan mergelola biga asa barang
dan/ atan jasa layanan pengdolaan sampah sesiai tarid yang ditetapkan
dengan Keputisan Bupat.

Pazal 24
Ketentuan lebih lanjut mengen:i pemibeptukan dan pengelelaan BLUD

persampahan  berpedoman  pada ketentuan peraturan perundang-
vndangat.

HAB VIl
HAK DAN KEWAJIBAN

FPasal25
{}] Setiap orang berhak :
a. mendapatksan lingkunpgan yang bersih, indah nyaman dan sehat
h mendapatkan peayanan dalam pengelolaan sampah secars baik dan
berwawasan kngkimgan dar Pemerintak: Daerah danfatsu pihak lain
yangdiber tangpung @ wab uruk oo
c berparasipasi dealam prosts pengambilan Reputusan, penyclengEaraan
dan pengawasan di bidang pengelolasn sampah;
4 memperoleh nformasi yang benar, akurat dan tepat wakn mengenal
penyeienggaraan pengdolaan sempaby
e mendapatkan perindmgan dan kompensasi karena dampak negatif
dari kegigtan TPA sampah; dan
f mempercleh pembinaan agar dapat meaksanakan pengelolaan sampah
secara baik dan berwawasan [ingkungan.
(1] Keientuar lebih lanpr mengenai taia cara peNggEUNAAT hak schapaimana
dimaksud pada ayat (1) distar dengan Peraturan Bupat,



Pasal 26
Setiap orang dalam pengelolaan snmgah 'wajib mengurangi dan menangani
sampah dengan cara yang benrawasan imgkungan.

Pasal 27

(1) Setiap orang aten kelompek osang yang m',l‘:n}fﬁ.‘-fflggﬂIakan knrcramaian
umim atau rmdakukan suatu kegiaan yang mengakibatkan timbulnya
Leramaizn dan sampah, detgan jumlsh dan peyebarannyz tdak biass
menjadi tanpgung jawab dari penyelenggara kegpadan tersebut.

[A Penyelenggaraan kegiatan sehagaimana dimaksnd ayal (1] hank mendapat
izin Bupatl melahi SKPD yang membidang kegistan pengtlolaan sampah
denpan perjanfan urfuk bertangpung jawab terhadap sampan Yang
ditimbulkan sampai ke TRAJ/IPSUT den ganaman dan sesusi peraturan
perundang-undangan yvang berlakar

BAR vl
FERIZINAN

Basman Kesatu
Persyaratan lan Pengelolaan Sampah

Pasaj2&

(1] Pihak Ketiga yang melalkukan kegigam usaha pengelolaan sampab wapb
memiliki =n dart Bupati.

12) Jeniz usaha pengeloisan sampah schagaimana dimaks=od pada ayat {1}
terdiri dart
a pengangkuian sampah;

b pengolahan sampah; dan
- Pemrosesan Akhir

(3 Untuk memperoleh izin schagaimana dimsksud pada ayat (I} harus
memenuhi persyaratan adminisiratf sebagal beribkut:

a melampirkan foto copy akte pendiian perusahaan dan kari tanda
penduduk atau kartu identitas pemohon yang sals

b, meclampirkan fotocopy dokumen UKL, delumen UPL dan/atau SPPL
bogi kegidtan yanp tidak wajb AMDAL;

¢ melampirkan izin mendirkan bangunan; dan

4. melammrkan fotocopy izn pangpuan.

4 Selain memenuhi persyavatan administratii sebagaimana dimakeud
pada ayat (3, permobonan yanpg diejukan hanks memenuhi persyaratan
teknis vang dianjubkkan dengan melampirkan permyataan sebaga berikot:

jenis tmaha dan volume sampah yang dikelola;

jenis sampah dan sumber sampah yang dikelola;

denah letak pengelolaan sampah dan saluran pembuangan limbah;

skema pengelolaan sampah dan cara kerjanva;

hasil pemantauan kualitas pengdolaan sampali:

nrosedir penanggulangan keadaan darurat; dan

kelayakan alat angkt sampah.

Bagman Kedaa
Tata Cara pengajuan [zn Pengdolaan Sampah

Pasal29
{l)Setiap orang untuk memperofets zin pehgelolaan sampah  dengan
mengajukan surat permohonan kepada Bupaa atau pejabat yang dininjulk.

®W e an gP



(% kin dberikan paling lambat 3¢ figa pulul hari kerja terhfung sejak
diperuhinya persyaratan.

{3) kin berlaku untuk jangka wakm 5 (lima} tabun dan dapal dlpf:rpa.n_]ang
paling lamba 3 {iga) bulan sebelum hobis masa berlakunys izin

Bapan Ketops
Keputusan Pemberian #zin

Pasal 30
liKeputusan mengenal pemberian  izn  pengelolazn  sampah  haruos
divmumkan kepada masyarakat
12) Pengumuman sebagaimana dimaksud peda myat (1} dilaksanaisan
melalui penerbitan zn dan siker pengeolaan sampah

Pasal 3
{1} Bupati dapat menesapkan sanks=i admmstratl dan sanksi pidana kepada
kegiman usaha

pengelolaan  sampah  yang mcelanggar Ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat {1).

[2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dapat
berups
a paksasn pemenntahan,
b, uvang pak=a; dan/atau
c pencabutan izn

{3} Ketentuan lebih lanjut mengen:ai tata cara dan pelaksanapn sanks
administrasi sebagaimana dhmakswd pada ayat {3 diatur dengan
Peraturan Buapanb.

BABIX
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal32

{1) Pemerintah Daerah dapar memberkan insentl kepada perseorangan yarg
melakukean:
a. 1novas: terbaik dalam pengeiolaan sampah; dan/atau
b pelaporan atas pelanggaran terbadap larangan.

i2) Pemerintah dapat memberikan insenti{ kepada lembsga dan badan usahas
yang melakitkan
a inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;

b pelaporan ates pelanggaran terhadap lasangan:
C. pengurangan timbulan sampah; danfatau
. tertth penanganan sampah.

Pasal 33
Pemerintah Dasrah memberikan disinsentif kepada lembaga, bhadan
usaha, dan pasecrangan yang mdakubmn:
a pdanggaran terhadap larangan; danfatau
b. pdanpparsn terik penanganan sasapeh .

Pasal 4
{1)lInzenuf kepada lembaga dan perse ormgan sebagaimana dimaksud dalam
Fasa] 22 ayat {I] dapar berupa:
g pemberian penphargaan; danfatau
b pembernan aubsicli
{2} Inserti! kepada badan usaha sebagnivans divnakeud dalam Pasal 29

ayat |2 dapat benpa:
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prmikrian pepghargaan;

pemberian kemudahan perizinan dalam pengelclaan sampahs
pengurangan pajak dacrah dan retrbusi daerab dalam kurun waktu
Lertenii;

d penyertagn modal! daecrah; dan/fataw

e pembenan subsadl.

nee

Pa=al 35
Mhsinsentif kepada lembapa dan poeol amgan schagsimana dimaksud
dalam Pasal 33 dapat berupa:
a penghentian subsidi; danfatau
h denda dalam beotuk uang/barang/jasa
Disinsentif kepada baden uzaha sebageimana dimaksud dalam Pasal 33
dapat berupsa o
a penghentizn subsidi;
b. penghentian pengurangan pa@k daerah dan remwibusi daerah;
dan/atau
c. denda dalam benigk uvang/barangfjass.

Pasal 36
Bupati mdakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan
wmaha terhadap:
a inovasl pengelolaan sampah;
b. pelaporan atas pelangparan terhadep larangan:
C. pengurangan tmbulsn sampah:
d tertb penanganan sampakh;
& pelangegaran terhadap larangan, dan/fatau
£ pelanggaran erth pefanganan sampah
Dalam metakukan penilaian scbagammana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk Tim Penilai depgan Kepatasan Bupao
Kelentuan lebih lanpyt mengenai tata cama pendaian pemberian insencif
dan distnsentil diatir dengan Peraturan Bupet:.

Pasa) 37
Pemsberian insemtif dan dismsenti] sebagaimana dimaksud datam Pasal
i dan Pesal 23 disesnaikan dm:@nkﬂmampuan keuangan daerah

Ketentuan Iebih lanpd menpena pemberian insentif dan disinsentf
sebapaimana dimaksud pada ayel 1) diaturdengan Peranran Bupan.

HBAEB X
RETRIBUSI

Pazal 38
Dalarn  penyelenggaraan penanganan sampah, Pemeritiah  Daerah
memungut reinbus:  kepada setiap orang atas jesa  pelayanan  yang
Retnbusi sebapamnana dimaksud pada avat ([ ditetapkan secara progresif
berdasarken jer#s. kerskieristik, dean vohyne sampah,
Haail retribusi sdmgaimana dimaksud pada ayat (] digunsksan untak:
kematan lsyanan penanganan sampahy
penyvediaan fasilitas pengumpulan sampah
penanggulangan Weadasn darurat;
peundihan Ingkungan akibar kegisian pmanganan sampah; danfalau
peningkaian kompetersd pengetola sampah,

LU= -



(4) Ketentuan lebib lanpe mengenai pungutan remmbusi sebapaimana
dimeksud pada ayd (I) dizturdengan Peranran Daeral.

BAB X}
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 39
(1] Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
{A Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belasnja Daerab atm sumber pembiayaan lain
i Bagian Kedua
Kompensasi

Pasat 40
(1) Pemerintab Deerah dapat memberikan kompensasi. Xepada crang aehagm_
akibat dampak negedf yang ditanbulksn ofeh penanganan sampah di
tempal pernrosesan alchir sampakh.
(2) Kompensasi sebagaimena dimaksud pada ayat (1] berupa:
a relokasi;
b. pemulihan lingkungam;
c biaya kesehatan dan pengebatan;
d gapon rugy dan/atau
& bentuk lain
@ Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayal {2
schogal bkt ‘
a pengajuan surst pengadian kepada Bupati atau pejabat yarg ::ht_un_!uk;
b Bupsht ata: pejabal  yeng  ditunyuk melzkukan investigasi atas
kebenaran aduan dan damgak negaif penpetolaan sampaly dan _
4 W atau pejabat yang dinsnjuk menetapkan bertuk kompensast
yangdiberikan berdasarkan basil investigssi dan hasil kajan. _
{4 Ketentuan lebih lanpt mengenaj Tata Cara Pemberian Kompensasi
dismir dengan Peraapan Bupati.

BAB XI!
BENTLUK DANR TATA CARA PFRAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41
Bentuk peran masyrakat dalam pengelolazn saspah melpub:
g menjaga kebersihan Ingkungam; )
L aktif dalam kegigan pengurangan,  pengumpulan,  pemilahan,
penganglkutan, dan pengolahan sampah; dan

c pemberian szaran, usul, pengaduan. pernmbangan, dan pendapat
dalam upays peningkatan pengelolaan sampah o wilsyahroya,

Pazsal42
il] Peningkstan peran masyarakat scbigpimana dimaksud dalam Pasal 4)
hurny a dilaksanakan dengan cara:
a. =sosfialisasi
b. mobilisasi;

e kegiatan gotong royong dan/atau



(3

(3

(1)
i2)

13)

{4}

[S)

o)
()

1

2}

13

[H

15

d. pemberian msentif,
Peningkatan peran masyarakal sebaganmana dmaksud dalam Pasal 41
huruf b dilaksanaksan dengan caras ‘
a mengembangkan informasi pduang usaha di brdang persampahan;
b, pemberian insenuf; danfatau
. mengembangkan bank sampah
Peningkatan pean masyaraks schbagaimana dimaksud delam Pasal 4
turuf c dilaksanakan dengan cara
a penlyediaan media kemunikasi
b, altif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
¢. melalaikan jaring pendapal espirasi masyarakat,

Pasal 43
Masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah dapat beriungsi
sebagail pengeloia, pengolah, pemanfaat, penyedia dana dan pengawas
Magyarakat wajh melakukan peogurangan timbulan sampah dan
sumbermya  yaile  melalui | pendekatan pengurangan {Reduce),
penggunast ulang {Reusej, pendanran utang {Recydd serta melakulkan
pemiahan sampah
Masyarakat bertindak selaga’ pengawas unink menjage 2gar =stem
pengeiclaan sampah dapat berjalan dengan baik
Masyarakat dapat mengEang PENCENATAT lingkungar:  dengan
memanfastkan sampah uatuk kegjatan ckonomi, bak dilakukan
secalz  perorangan atau kelompok, maupun bdierja sama dengat
pelalaiusaha. _
Masymrakat =tbagai pengolah =ampah berperan scdbagal sumber daya
manuasia unuk mengoperasikan megpun memelihara sarana dan

BAB XIil
PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENOENDALIAN

Pasalaa

Pdaksanaan pemberan perizinan dibidang pengelolaan  sampah
dilaksanaksn oleh SKPD yang mempumye tuges pokok dan fungs

dilakeanakan deh SKPD yang mempuny:u tagas pokos den
fungsi dibidang pengelolaan sampah.
Penpawesan dan pengendalian sebagaimana dimsksud pada ayet 2
didanarkan padd pepdekatan pengawesan nofin, up pefik, i laboratomim
dan laporan masyarakat.
SKPD scbagaimana dumaksud pada aya {1) dan ayat (3 dalam
meaksanakan tugasnya dapat berkoodinasi dengan instamsi terkast dan
inédahs kontrol sesic.
Tata cara pelaksansan, pengawasan dan pengendalian diatur dengan SOF
(Stendar Operasional Prosedur; Penpelolaan Sampah yang ditetaphan
dengan Perataran Bupan



BAB XIV
PEMBINAAN

Pazal 45

Bupat melakukan pembimaan kepada masyarakat dalam pengelolaan

sampah melalu:

a. Bartuan teknis

b Binbingan teknis

e Diseminasi peraturan perundangundangen dan pedoman o bidang
pengeiolaan sampah; danfatay

d Pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah

BAB XV
PENYELESAIAN SENGEETA

Pasai 46

{1} Sengheta yang umbul dalam penpgelolaan sampab 1erdiri atas -

a.
b

C

sengketa aniar wilayah;
sengheta antara Pememmbah Cizesh dan pengelola sampah;dan
senghketa antara pengelola sampah dan masyarakat.

(& Untiuk meogantisipas: terjadl seughkera, maks pengelolagn  sampeh
mulai dari perxncanaan, pelabsanaan, pengawasan, monitoring  dan
evaluasi harus melibatkan serma pihak

i3} Apabila terjadi senpketa amtar wilayah, antara pemernintah  daerah
dengan pengelola sampah atam: aniara pengeiola samipah  dengan
masyarakar dapat ditempuih pervelesaian dengan cara:

a.
b

-

musyawarazh/mefakat antar pibak yanpg bersengketa;

mediasi oleh pihek ketiga dan atas melibatksn pemerintah ztasan;
apabilza cara sebagaimana dimaksud pada huraf a dan burof b tdak
dapat menyelezaikan sengkela, maka diselesaikan melalii
Pengadilan Neperi; dan

d. selama terjad: konilik, pengelolaan sampah tetap berjalan.
BAD XV1
LARANGAN
Pasal 47
{1l Setiap orang dilarang:
8. mencampur sampah dengan limbah bahan berbahayva dan beracyn:
b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemarap danfatlau

[ 2]

d

perusakan lingkoungan;

melalqiican penanganan sampah dengan sistern pembuangan tefouks
d tempal pemrosesan akhir;

membuang sampah atall yang dianpgap sampab ke dalam sungai,
bamtaran =smgai, got  salasn-saluran 8, ganggang, teman,
lapangan, bader jalan serta lempat tmom lainmya;

membakar sampeh o jalar, jalur hijaw, taman den tem pat umum
d sekitar pekarangan, schicgra mengganggu ketertiban umam:
menutvp sdokan i sekitar perkarangan yarng daps menghambat
pembersiban sampab kecuali dengan izin Bipati;

membiang sampah d bar ldéasi pembuangan yang telah ditetapkan
kecuali dengan i@n tertulis dan Bupat:;



h membuang baranp-barang atau kotoran vang dikategorkan sebagail
sampab spesifik sepetti benda rajam, pecahan kaca, bamng-balang
pohon,  benda-benda berbau seperti bangka: heéwan. rembatan
pagar halzman saita bopgkahan bangunan harus dumisnahkean
aenditi atany dapal memirta banmian Dmasf/nstanz rerkail  dengan
pelayanan Kmusas; dan

i Menumpuk sampah di huar kontainer danfatau gerobak di kawasan
TPS/TPS 3R

i Menumpuk sampah di lear Landfll di kawasan TPA/ TPST.

k membuang sampah dibiar jam pembuangan & TPS/TPS 3R

{2) Ketentuan lkhih lanjut mengenai jadwal peobuangan sebagaimana
dimmaksivl padz ayat {1) huruf k digor dengan Peramaran Bupati.

BAB XVTI
PENYIDIKAN

Pagael 48

{1} Pejgbat Pegawai Mogerl Sipit tertsail 4i lingkongsn Pemerintah Dacrah diberi
wewehang kbosus sehogai Penpidik untuk melakukan perwidikan di bidang
tndak pidana sehagnimana dimaksid dalam Undang-undang Nomor B Tahun
1921 tentang Hulum Acara Pidana.

3 Peryidik schagnimana dimaksud pada ayat (1) ardaish Pejabat Pegawa Negen Sipnl
tertetin  dilinglingan  Pemerintah Darah  yang dwngist oleh Pgjabat yang
berwmang sesum dovgan keteahlan peraiyran penundang-undsngan

(¥} Wewengng porsik sbagaimana dima k=i pada ayat (1)

4 Teperima, mMeOcar, mepguWpulken dan meneln keterangan atau leporan
berkeizzem  deogan tindak pidanz dibidang kecbermhanf persapnpahan agar
keterangan atau laporan ta-scbil memjads lenglkap dan jelas

h  meneliy mencen dan menpumpulkan keterangan mengenar Oracig prbacds
ateyl baden teetang kebenaran perbuatan vang dilalnksn  sehubunigan
dengan bondak pidana.

¢ eimivgs kaeranpan dan baban bukti dast orang prbad alau badan
sshubungan dergan tndak pulan=z

d. memerniksa buku, catatan dan dokumer laip bokossan dengan  nndak

padata;

e melzinkan pengpeledaban unbuk mendapaticon bahan bukt  pembukuen,
peocatatan dan dokumen lam zerta meclakukan pemyitaen dvhadsp babion
bulcn ternebast:

f meminta baptuar tenaga abli dlan rangks pelakssnaan Wess penyhkaln
tindek pydsna

g. meryuruh betheno danfatau melarang scscorang menmggalican nEangan
atey toropet pada smas pomenkssan sedang berlangsning dan memeriksa
identaz orang dan atan dolumen vang dbsawa;

b, mﬂm&tﬁtmgmgtﬁrkmﬂndmgauﬂuﬂﬂkpjdﬂﬂ

memanggil orang uduk didengar ketoranganmya den diperikss  schagad

tersargka atat sa oo

j menghemidan penyicidan: danfataa

k. mekkukan tmdakan e yang perll votuk kdsmeapsn  penyidikan brdak
pidana sesuai deygan ketertuan peraturan perundang -gndangan,

=

4 Peowidik shagaimirs dimeksud pada aya; {1} membeotabukan  dimuatamya
perpidiken  dam menyampatkan hasil penyidikamnya kepada Penunpat  Lrmim
melahii  Perwidik Pejdbat Polisi Negara Republik Indoneria. sesuai  dengan
ketentuan yangdiatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidans,



Ha B vt
SANEE FIDANA

Pasal 4%
[1)Pelanggaran techadap ketemuan Peeal 28 aymi (|| dinowam pidana sesuai perundang-
undangan yangberlaku.
[2}Pelanggaran trrhadap ketenuan Pasal 47 ayat (1) dumcam pidana kurungan paling
lana 3 figa) busn stay denda pding bawak Rp 50.000.000:- bma puluh jula rupiahl
[3)Tindak Pidana scbapairona dimaksud peda ayat (2) adalah pelanggaren
{4 Denda sebagaimana {in lood pﬂhl]fa;;:g ﬁi;n ayat (2] menpakan pinemmas dacrakb.
EETENTUAN PFERALHAN

Pacsal 50
{1} Penp#loln kaweman permokimen, emsan  mersal,  kawasan indusin, karasan
khusus, laglitas vroum, [xdbtas sosial dan DSsilitas lamgya wng belum tersedia
fagilitas pemaban sampah  pads saat berlakunya Persturan Dacrah oo, wapb
membangun 2w menyediakan f@ilitas pemilahan zaeyah peling lama 2 (Gual tahun
aejak Peraturgn Darrah ini oulsi berlalol
(2} Dalam bal pysgsperasion TPA yanp belum soumide &g b ketenhoan dedslan Peraturan
Daerah ini, wagh unk dielwabilites peling lema 2 khia) tahun 8K Peranuran Dacrah
midiundanghan.
BAH XX
EETENTUAN FENUTLIP

Passl 53

Agar setiep rang mengetaminyn, mesermtrhkbn  peapundangan Peraturan Daersh im
dengan penempatanmadatam Lembaren Deerah Kabugmilen Sambes.,

paga langgal 5 Al 2015
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BAH XYL
HAHRS] FADANA

Fagal4?
{1} Pelasg@aran wrhadap keteniuan Pasad 28 aya {1) dizmicam pidana seseesd pergidang
undarigan ¥ang beciak _ —
211'e langgaran tefhadap ketrelean Pasal 47 ayar |l)diancam pidana iorungao paling
| ;lamaa{ﬁga}h.ian auy denda paling bamyak Rp S0.000.000.- (lima piéub Joem rupiah)
{3 Tindak Pidena $fbagatnana dimakead pada ava {2| adatah pfanggaran
f <] Denda se hagilmana d o a ks peada ay arl § jdapay = |2 ms 2 pakan pese upasn daecal
BAH XTX

KETENT VAN PERALIH AN

Pazal 50

(1} Pengelola kawas:an permolman, kawsssn kemersial, dowesao  iodusi. kawasan
khusos, fasilitas umum fasinax s0sial dan fasmbws leionda Sog baum tersedia
Fasitit v prmiakan ssmpsh  pads seed berdakuama  Peraluran Doerah uu  wanb
mem bemgun atsn mroyedpkan fasibax pemilahsn sl palng lama J (dua) tatum
gepk Peraturan Daerah mi makdi herlakm

(2} Dalame bal peogopereaan TP suge lelum s dengio e l=niusen Gulaluin Peraluven
Daewmh injeajib  uoak dbeivebilisva paling lama 2 dua) i sejak Prratutan Daerah
1 dhmedampkn

HAE X
KETENRTUAN PEWTLT

Pared 51
Peremiren Draersh i mula berlaku peda: mggeal < inndsngksn
dragint penempatannya dalam Lemberan Darah Kabopatrn Sandxas

Dt splimd Saombeas
16 Apml 2015
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TED
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pada apgpal 27 Juli 2015
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PENJELASAN
ATAS

PERATLRAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG
PENCGELOLAAN SAMEAH

UMUM

Dengan semakin bertambahnya penduduk dan menngkainya aktivitas
kehidupan masyarakat, yang beraldbat scmakin barmyak timbulen sampah,
jika tidak dikelola secarz bailk dan ewermtur bka memmbulkan berbagai
masyarakat. Salsh =au lpaya muk mengantisipasi permasalahan
tersebut perlu diambil kebijakan dalam bidang pengelolaar: sampah dengan
Riplan Wama trrcapainya bogkungan yang Dersib, schat dan indah, den
terwll judnya keschatan doan kesejahteraan masyarakal.

Keterlibalan masyarakat dalam setiap proses pengelolasn persampzhan,
mlai dari pengaturan bak dan kewapban pemerintab daerab, hek dan
kewapban Masyarakal, larangan poignan  bag usaha pengelolaan
sampah, tdah terakomodir dalam katentuan peraturan daerah ini, sehingea
diharapkan kesijakan i mampn memberikan rasa keadilan. kemnanfastan
dan kepastian lukum bagi pdaksanaan & bidang pengelalagn sampah.
Salah sati berfuk peran serta masyarakat dalam rangka menduiung
keberhasilan penpeiolasn persampahan di deierah. adanya lewajyban unmk
melakukan pemilahan sampah dan menyediakan fasiltas atew sarana dan
prasarana pemilahen nulai tngks sumwber timbulan sampah.

Sedangkan dalam penpeklpan dan layanan persampahan. Pemerintah
Daerah benpaya dengan menyediakan penganglatan sampah, pcnyl_:dian
sarana/prasarana, penyedian TPS/TPS3R maupun TPA/TPST. Pemerintah
jiga berkewszjiban mendorong terus peran serta masyarakal dalam rangka
pengurangan bBmbulan sampah dengsn menberikan msentil kepada srang,
lernbaga atay badan yang mdakukan inovas: tevbaik dalam pengelokhan
den pepolaban  sampeh. DBamping itu  Pemerintah  Dacrah  juga
dimungikinkan memberikan kompensasi atas  keugian  ste adanys
dampak negatif yang Gmbul schagai alkibat penpelolasn dan pengolahan
sampah. Atas dasar pertimbangan dimaksid, mska perlu membentuk
Feraturan Deerah reriang Pengelolaan Sampah.

. PASAL DEMI PASAL.

Pagal 1
Culcup jelas

Pasall
Yang dimaksod depgan “asas ranggung jaweb™ adalah balm=
Pernermizh  Daerah mempoeny  tangpune jawab  pengelolaan
sarmah dalam mewujudkan hak masyarakal terhadap Inpkungan
hidup yang bak dan sehat sebagaimana diamanatikan dalam Pasal
X H ayar {Iy Undang — Undang Dasar Negara Republik indonesia
Tahuzn 945,



Pasal 3

Pasal 4

Pa=zals

Pasal 6

Pasal 7

Pasald

Panal 9

Yang dimsksud dengan Tasag  berkelanjutan® adalah balwa
pengelolaan sampah dlakukan dengan mengmunakan metode dan
teknlk yarg rareah inglimgan schingga Odak menimbulkan
dampak negail terhadap kesehatan masyaraiot dan Hngkungan,
baik padh generasi masa Kini maupun genera=i yarg akan datang.

Yarg dimaksud dengon “asas manfaet® adalah babwa pengelolaan
sampah  perlt  menggunakan pendekatan  yang MEOEAGEZND
sampah scbagai sumber dave yang dapa dimanfasticsn untuk
memenuhi kebutuban masyarakat

Yarg dimaksud dengan %sas keadilan® adalah  balwva dalam
pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan
yangsmnakq:&damas}amkatdanmniamahaunmkberp&an
secaraaktif dalam pengelolaan sampab

Yang dimaksud degan ®asas kesadaran® adalah bafrwa dalam
pengelolaan sampah, Pemerintah Desrah mendorong setiagp orang
apar memilki sikap, kepedulian dan desadaran unuk menguratigl
Yang dimaksud dengan "ases kebersamaan® adalsh babwa dalam
pengelolaan =ampah diselenggarakan dengsn melibatkan seluruh
pemangku kepentingan.

Yang dmaksud dengan “azas keselamatan® adalah balwa dalam
pengelolzan sampah hans menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud demgan ®asas kcamanan® adalah balwa dalam
pengdolaan sampah hanes s¥njamin dan melmdungi masvarsiel
dari berbagai dampak negand-

Yany dimaksad dergan “asas nilai ekonomi” adalah balma zampah

merupakan sumber daya yang Mempunyal nilai ekonom: yarg
dapat dimanfaatkan sdiingga memberikan nilai cambah,

Culup jelas
Cukup.Jeias

Cukup jelas

Culcup jelas
Cokup Jelas

Culup.Jelas

Cuicup Jelas



Posal 10

CukupJelas
Pasal 11
Cukup.lelaz
Pasal 12
Ayat (1} ) 1 _
Kawasan permuigman melipsh kawasan permuXiman
dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama,
dan seyensrya.
Fasilites pemilahan yang disediakan dilelaikan pada
tempat yang tudak dijangkau oleh masyarakat.
Axat [2)
Cukup.Jelas
Ayat @) _ _
wmum, stasiin kerea gm, pdabuhan last, pelabuhan udars,
tempat pemberhentian kendaraan umum. taman, jalan dan
LIOtOaT.
Yang lermasuk fasilitas lain adalah fasilitas wmng Ldak
termasuk kewmsan komersial, kewasan industm,  Kewasan
Khusis, [BE=ltas sosial [a=ilitss umum,. artarz lain namah
tehanan, Lembaga Pemasyaraketan rumah sakit, klinik
Pusa Kesehatan Masyamkal, kawasan pendidikan, kawasan
pariwisatn kawssan bhertkar dan pusat kegiatan dah raga
Ayat {4}
CuloupJelas
Ayal )
Cukup.Jelas
Pagal 13
Cukup.Jelas
Paszall 4
Cukup.Jelas
Pasgl &
Cukup.Jeiaa
Pasal 16
Cukup.Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pazall 8

iCukup.Jelas



Pasal 19

Culup Jelas

Pasal 20

Cukup Jddas

Pasat 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelus

CukupJelas

Pasal 2o

CukupJelas

Pazal 26

Yang dimaksud denpan pengdolaan sampah dengan cars yang

berwasaszan

lingkungan adalsgh dempan menyediakan tempat

penampungan sampah den melskukan penilahan sampah.

Pasal 28

Culep Jelas

Pasal27

Cukup.delas

Pazal 29

Cukup Jelas

Pazal 30

iCukupJelas

Pasal 31

Huruaf a

Huruf b

Hurufe

Paksaan Pemermishan mertupskan susu  tndakan
hukum vang dilakukan alth Pemerimtah Daerah untuk
memulihkan kualias lingkungan d&dam keadsan semuda
dengan beban bisya yarng ditanggung oleh pengelola
sampah yang Hidek memaruln hkeeniuan dalam
perattiran daerah yang iclah ditetapkan.

tang paksa merupaksn uang vang harns dibayarkan
dalam jumlah tertentu olkeh pengeiola sampah yang
melanggar ketentuan dalam Peramuran Daerabh sebam

penggaﬂuchnpeiakmanmkmpaiﬂmp:mmmﬂh

Cukup Jelas.



Pasal 32
Cukty Jelas

Fasai 33
Cukup Jelas

Pasal34
Culkap -klas

Pasal 35
Cukup .Jelns

Paszal 36

Cukup Jelas

Pagal37
CukupJelas

Pasal 38
CukupJeias

Pagal 39
Cuknip Jelas

Fasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jdas

FPasal 42
Cukup Jelax

Posal 43
CukupJelas

Pesal a4
Culcup Jelas

Fasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
l:l.l]ﬂ.lp Joelax

Pasald’
Cukup W las

Pazal 48
Culnup Jetas



Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Je las

Fa=al 5l
Culkup.telas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KASUPATEN SAMBAS NOMOR 12



